SALINAN

WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat
Daerah serta memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo
Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023, perlu ditindaklanjuti
dengan menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik



Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);



9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan -
Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo -
Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 225);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2023;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
590);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor S Seri D), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur



Menetapkan :

25.

26.

27.

28.

29.

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun
2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2022 Nomor 35 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56);
Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023
(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2023.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

(1)
(2)

Daerah adalah Kota Probolinggo.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali
Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun
2019-2024 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode S (lima) tahun dari Tahun 2019 sampai
dengan Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
dalam hal ini RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan jangka menengah PD Kota Probolinggo untuk
periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, dalam hal
ini merupakan Renstra PD yang mengacu pada RPJMD Kota Probolinggo
Tahun 2019-2024;

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023.
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program

dan kegiatan PD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Renja PD disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.
Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi pedoman dalam

menyusun RKA-PD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota

Probolinggo melakukan verifikasi terhadap Renja PD untuk memastikan

kesesuaian Renja PD dengan RKPD.



BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4
(1) Sistematika penyusunan Renja PD terdiri dari :
a. BABI : Pendahuluan;
b. BABII : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
c. BABIII : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BABIV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BABV : Penutup.

(2) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali

Kota ini.

BAB YV
PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 8 November 2022

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 8 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan i dengan aslinya

KEPA

RWANTO, S.H, M.H.

DENNY BAGUS .
8 200903 1 004

NIP. 19780




PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JalanSoekarnoHatta No. 52, Telp. : 0335-427232, Fax : 0335-427232
PROBOLINGGO

Probolinggo, Agustus 2022

Nomor :050/ /425.201 /2022 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. KepalaBagianHukum
Lampiran: - Setda Kota Probolinggo
Perihal :Penyampaian Draft Peraturan di

WalikotaProbolinggo PROBOLINGGO

DalamrangkapenyusunanRencanaKerjaPerangkat Daerah (Renja-
PD) Kota Probolinggotahun 2023,

perluditetapkanmelaluiPeraturanWalikotatentangRencanaKerjaPerangka



t Daerah Kota Probolinggotahun 2023, terkaithaltersebut, berikut kami

sampaikan draft PeraturanWalikotaProbolinggodimaksud,

untukdapatdiprosessesuaiketentuan yang ada.
Demikianuntukmenjadimaklumdanataskerjasamanya kami

sampaikanterimakasih.

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KOTA PROBOLINGGO

Drs. TARTIB GOENAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630511 199103 1 009
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